LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

Na.1
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PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2003
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN

Menimbang

DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

bahwa sesuai kewenangan Propinsi dalam
pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, seria
kewenangan pengawasan hutan yang ditelapkan
dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, telah
ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan
di Jawa Barat; '

bahwa berdasarkan hasil kajian atas beberapa usulan
dari pelaku- ekonomi dibidang hasil hutan dan
Kabupaten/Kota di Jawa Barat, periu dilakukan
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Mengingat

perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran Hasil Hutan
di Jawa Barat;

bahwa bardasarkan pertimbangan pada huruf a dan b
di atas, periu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi
Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peredaran
Hasil Hutan di Jawa Barat.

[Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 4010);

[Undang-undang Nomor 5 Tahun . 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

[Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1987 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999| fentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

[Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

[Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

[Peraturan Pemerinfah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomar 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

|Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Peimbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Mormor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerinfah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4139);

Peraturan Pamenniah Nomor 34 Tahun 20071 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

12. [Keputusan Presiden Nomar 74 Tahun 2001 tentang

Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan
Retribusi '

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan
Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk
Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menterd Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

[Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun|
2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis
Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Dearah
Tahun 2000 Nomar 2 Seri D);

eraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahuq
Z00U tentang Penyidik Pegawail Negen Sipil (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 19
Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 seri D) jo.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Dinas_Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
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